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pengembangan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan. Meski demikian
perkembangan populasi ternak sapi di daerah ini masih dirasakan belum
maksimal, sementara letak geografis dan sumberdaya alam Kabupaten
Pinrang berpotensi dalam pengembangan usaha ternak sapi (Dinas
Peternakan Dan Perkebunan Kab. Pinrang).

Faktor lain yang menyebabkan terhambatnya peningkatan populasi
adalah adanya penyakit gangguan reproduksi. Penyakit ini dapat
mengakibatkan rendahnya kemampuan reproduksi untuk menghasilkan

anak. Kurang terkontrolnya sistem perkawinan alam, penyebab utama dari




penyakit ini. Sapi yang dipelihara dengan sistem dilepas berpeluang besar

vang tergabung dalam satu tim, terdiri dari dokter hewan, asisten teknis

reproduksi, pemeriksa kebuntingan, inseminator, dan petugas peternakan
kesehatan hewan kecamatan. Tim Pelayanan bertugas memeriksa
kebuntingan, pengelompokan sapi induk berdasar kepada induk bunting,
tidak bunting, beranak dibawah dua bulan, dan sapi induk yang terindikasi
mengalami gangguan reproduksi.

Berdasarkan data awal yang dihimpun penulis dari Dinas Peternakan
dan Perkebunan Kabupaten Pinrang setelah pelaksanaan program pelan itu

bagus melalui inseminasi buatan maka terjadi peningkatan yang di




paparakan sebagai berikut berikut: tahun 2017 (6.245 ckor), tahun 2018

hewan. yang tentunya berbasis pada masyarakat yang menjadi tulang

punggung pembangunan daerah.

Hewan ternak yang menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat
di Daerah akan berdampak baik dan positif apabila dalam pelaksanaannya
dikelola secara teratur dan tertib. Akan tetapi menimbulkan persoalan
kemasyarakatan ketika hewan ternak mengalami kesehatan reproduksi

sehingga dapat berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.




Idealnya dalam usaha untuk mencapai tujuan pengembangan sapi
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Buatan (IB). Inseminasi buatan (IB) berbeda dengan kawin alam, dalam
pengertian bahwa ejakulasi semen tidak didepositkan dalam vagina betina,
tetapi dalam vagina buatan. Semen diproses dan dikemas serta pada
akhirnya dimasukkan ke sejumlah betina.

Pemerintah Kabupaten Pinrang mengapresiasi ide inovasi ini dan
selanjutnya dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan dan telah
direplikasi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang.
Pemerintah menyadari bahwa pembangunan merupakan proses perubahan

yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan msyarakat




di Kabupaten Pinrang. Wujud dari keseriusan Pemerintah Kabupaten
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Nomor 48/Permentan PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan
Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Betina Bunting serta Keputusan
Menteri Pertanian Nomor 656/Kpts/OT.050/10/2016 tentang Kelompok
Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau
Bunting.

Kegunaan atau manfaat dari program pemberdayaan ini lebih
memprioritaskan pemenuhan kebutuhan daging yang ada di Kabupaten
Pinrang serta mempermudah para peternak sapi untuk mewujudkan tujuan

dari Program Pelan Itu Bagus (Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan




dan Gangguang Reproduksi Sapi) yang notabene sangat membantu
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Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan program pelan itu bagus adalah
kurangnya tenaga ahli yang memahami inseminasi buatan. Kesalahan

inseminasi di lapangan dikarenakan pelaksananya kebanyakan bukan dari

kalangan praktisi dokter hewan. Karena jumlah dokter hewan yang masih

sangat terbatas, Disamping itu, pelaksanaan inseminasi di lapangan juga
tidak didukung dengan prasarana yang menunjang, seperti kondisi sanitasi
'yang kurang baik,

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian mendalam dengan mengangkat judul Implementasi




Program Pelayanan Berkelanjutan

nseminasi Buatan dan Gangguan

Reproduksi Sapi pada Dinas_Péfemakim dan Perkebunan Kabupaten

a.  Dapat dijadikan referensi untuk pembahasan yang berkaitan

dengan pengembangan khususnya ilmu administrasi Negara
tentang peternakan sapi.
b.  Memberikan masukan terhadap kemajuan program inovasi
dalam aspek administarasi pelayanan pemerintahan.
2. Secara Praktis
a.  Dapat di jadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan
untuk meningkatkan pengembangan peternakan sapi dalam

kecamatan administrasi pelayanan pemerintah




T ——
b.  Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneli




menunda pemotongan ternak untuk mencapai bobot potong yang optimal.

memperpendek jarak beranak dan penerapan teknologi inseminasi buatan
(IB). Kebijakan pemerintah dengan mengendalikan impor daging dan sapi
bakalan berperan penting pula dalam melindungi peternakan rakyat.

Hajar Ashwad (2017) Implementasi Program Ternak Penggemukan
Sapi Bali di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Tentang Program
Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Swasembada Daging Di Kawasan
Ternak Ketapang Kabupaten Aceh Tengah) Dari hasil penelitian lapangan

menunjukan bahwa program yang dilaksanakan untuk mencapai




swasembada daging terindikasi gagal tidak sesuainya finansial anggaran

yang digelontorkan dengan hasj
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serta memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia, Memberikan program
pendampingan dan penyuluhan disertai dengan demonstrasi sehingga dapat
meningkatkan kemampuan peternak, Menjalin usaha kemitraan bersama
pemerintah guna memanfaatkan peluang pasar, Pengenalan teknologi
pengolahan pakan berbasis limbah pertanian yang disesuaikan dengan
kondisi wilayah setempat dan Bekerjasama dengan pemerintah daerah
setempat guna mengefektifkan usaha ternak serta Penyediaan sarana

prasarana penunjang usaha ternak.
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian

(2014) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan
proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta
memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan,
Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut
menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahanperubahan
besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.




1

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang

dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Sedangkan Horn dalam Tahir (2014:55), mengartikan implementasi
sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
kebijakan.

Selanjutnya Kapioru (2014:105) menyebutkan, ada empat faktor yang
mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

a.  Kondisi lingkungan (environmental conditions).




b.  Hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

program-program pemerintah vang bersifat desentralistis. Faktor- faktor
tersebut diantaranya Subarsono (2011:101):
| a.  Kondisi lingkungan
Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan,
vang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural
serta keterlibatan penerima program.

b.  Hubungan antar organisasi
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Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu
dukungan dan koordinasi ds ,f= lain. Untuk itu diperlukan

adanya mekanisme suatu sistem, implemantasi bukan sekedar aktivitas, tapi

suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut
Harsono (2002:67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan
kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi.
Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu
program.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting
dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah

kebijakan vang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan
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dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan.
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bagi masyarakat seperti dorongan investasi, inovasi, pelayanan

dan peningkatan ekspor
d. Melindungi masyarakat dari praktis swasta yang merugikan
misalnya pembuatan undang-undang konsumen, izin trayek dan
Wahab (2002:3) menyebutkan implementasi adalah kegiatan untuk
mendistribusikan  keluran kebijakan (to deliver Policy output) yang
dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran (farget group)

sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan




diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan

dimanfaatkan dengan baik oleh ki Ok, sass an schingga dalam jangka
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an atau program

a.  Tahapan pengesahan peraturan perundangan

b.  Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana

¢. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan

d.  Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak

e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi
pelaksana.

f.  Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Lingkungan kebijakan yang kondusif tentu akan menciptakan kondisi

yang memungkinkan implementasi untuk dapat berhasil. Sebaliknya
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lingkungan kebijakan yang buruk justru akan membuat implementasi

kebijakan menjadi terhambat ata naualsam sekali. Dengan demikian
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menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu
kebijakan publik, vaitu:

a.  Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hokum,
dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau
kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-
individu

b. Karena anggota masyarakat dalam suvatu kelompok atau

perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau
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pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan

adanya

s, tapi suatu

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi
adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara
tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan
pelaksana, birokrasi yang efektif Ramdhani (2017).

Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau
inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak. baik
perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap. Dengan
demikian implementasi adalah suatu kegiatan penerapan ide maupun

gagasan dalam bentuk tindakan ataupun Kegiatan. sehingga memberikan




perubahan baik, dari segi afektif, kognitif dan psikomotorik bagi pelaksana

kegiatan tersebut Akib (2016).

Penerapan implementasi di dasari dari beberapa teori yang

memaparkan model dalam proses implementasi yang dipaparkan sebagai
berikut:
a. Teori George C. Edward 111
Edward 111 (Subarsono 2011:90-92) berpendapat bahwa
keberhasilan Implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat faktor
yaitu :
1) Komunikasi, Keberhasilan suatu implementasi kebijakan

dipengaruhi oleh seorang implementor, seorang implementor




diwajibkan mengetahui ta e’t fokus dan sasaran kebijakan yang

pmpok sasaran, mengetahui apa
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implementor mampu mengerjakan kebijakan dengan efektif
seperti yang diharapkan pembuat kebiajakan. Namun sebaliknya
jika implementor memiliki sikap yang bersebrangan dengan
pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan tidak
bisa berjalan sesuai yang diinginkan pembuat kebijakan,

4)  Suuktur Birokrasi, apabila struktur organisasi terlalu
penjang maka birokrasi akan mengalami prosedur yang rumit
dan kompleks. oleh karena it struktur organisasi sangat
berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari
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struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure dan

Fragmentasi

Communication

hasil akhir (owtcomes), vaitu tercapai atau tidaknya tujuan vang

diinginkan. Keberhasilan suatu implementasi dapat dilihat dari dua hal
yakni:

1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan
merujuk pada aksi kebijakan.

2) Apakah tjuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan
melihat dua faktor, vaitu dampaknya terhadap masyarat secara

individu atau kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi.
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Gambar 2.2 GambarModel Implementasi Grindle

¢. Model Implementasi Soren Winter
Winter (2003) mengidentifikasi tiga wvariable kunci yang
memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:
1) Perilaku  organisasi dan antarorganisasi, Dimensi-
dimensinva adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi.

Penerapan kebijakan publik dalam mencapai hasil yang optimal,

jarang berlangsung dengan kelompok sendiri, tanpa menggunakan
organisasi lain sebagai pendukung atau piranti pelaksana,
Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi
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untuk membawa perubahan kebijakan umum ke dalam aturan yang

: %((/ =~ x\“P\KASS,q "
5 ih o \’:\x 4"'» :,//

kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi
program memalui tindakan positif dan negative.
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Usaha peternakan merupakan suatu proses pengembangan teknologi,
inovasi, spesialisasi vang pada akhimya meningkatkan pendapatan
masyarakat dan mendorong perubahan struktur ekonomi suatu wilayah.
Proses teknologi dan inovasi tersebut mengubah struktur ekonomi suatu
wilayah dari sisi penawaran agregat, sedangkan peningkatan pendapatan
masyarakat yang mengubah volume dan komposisi konsumsi
mempengaruhi struktur ekonomi dari sisi permintaan agregat Dodi (2010).

Sektor peternakan adalah sektor yang memberikan kontribusi tinggi

dalam pembangunan pertanian. Sektor ini memiliki peluang pasar yang
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sangat baik, dimana pasar domestik akan terus meningkat seiring dengan

pertumbuhan  penduduk vang _se ak
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peternakan adalah terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif serta

kreatif melalui peternakan tangguh berbasis sumberdaya lokal. Untuk

mencapai paradigma tersebut dilakukan berbagai misi yaitu Sudardjat

(2000) :

1.  menyediakan pangan asal ternak

2.  memberdayakan sumberdaya manusia peternakan
3. meningkatkan pendapatan peternakan

4.  menciptakan lapangan kerja peternakan

5.  melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya alam,




Kebijakan Pemerintah untuk mengembangkan sapi potong di

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

Pemerintah pusat maupun daerah perlu mengambil kebijakan
diantaranya adalah optimalisasi fungsi peternakan, optimalisasi kebijakan
bidang peternakan. dan optimalisasi sistem industri peternakan. Menurut
Undang-Undang No.41 tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa Peternakan
adalah segala urusan yang berkaitan dengan Sumber Daya Fisik, Benih,
Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan. Pakan. Alat dan Mesin
Peternakan, Budi Daya Ternak, Panen, Pascapanen, Pengolahan, Pemasaran,

Pengusahaan, Pembiayaan, serta Sarana dan Prasarana Adjid (2012).
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Pada prinsipnya kebijakan pembangunan harus berlandaskan kajian
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pengembangan kawasan karena ternak ini selain berfungsi sebagai ternak
pedaging dan susu perah juga dapat dimanfaatkan tenaganya untuk
mengolah lahan pertanian serta sebagai sumber pupuk organik. Disamping
itu pemeliharaannya sangat mudah karena hampir 100% sumber pakannya
bersumber dari rerumputan.

Ternak sapi potong mempunyai peranan yang sangat penting dalam
pembangunan nasioanl dalam mengemban misi peternakan, sehingga baik

pemerintah pusat ataupun daerah perlu mengeluarkan kebijakan strategis

untuk mendukung industri peternakan sebagai upaya peningkatan
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ksejahteraan masyarakat. Adapun pentingnya tata kelola pemerintahan

//:l ‘\

kerbau dan kambing mengalami pengurasan yang terus meningkat setiap
tahun. Pengurasan yang terus berlangsung ini mengancam keberlanjutan
produksi hasil ternak dalam negeri. sehingga dikuatirkan jumlah impor terus
meningkat. Statistik Peternakan (1995 dan 2006) memperlihatkan bahwa 25
persen produksi daging dalam negeri berasal dari impor sedangkan
Direktorat Peternakan tahun 2007 melaporkan bahwa Indonesia terpaksa
impor daging 37.2 persen (Direktorat Jenderal Peternakan, 2007). Hal ini
diperlihatkan oleh peningkatan impor ayam broiler dan jumlah sapi bakalan
yang akan digemukkan dalam negeri telah mencapai angka fantastis yakni
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450 ribu ekor. Perkembangan impor berbagai jenis ternak untuk tujuan
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masyarakat. Undang-Undang yang sesuai memberikan kekuatan
pada pemerintah secara politis dalam memperoleh prioritas
pembangunan peternakan. Pada sisi lain, undang-undang
peternakan yang sesuai memberikan dampak positip kepada
investor dalam subsektor peternakan, terutama dalam
mendapatkan perlindungan hukum terhadap usaha dan investasi.
2. Pengembangan Iptek Pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi tentu tidak dapat dihindarkan dan ini sangat terkait

dengan pembangunan sumberdaya manusia. Penelitian




peternakan  harus mmnpm:m’i kerangka vang jelas dalam

ruminansia seperti sapi, kambing dan domba. Contoh lain adalah

pengembangan peternakan berazaskan zero waste di mana
ternak berfungsi sebagai media bioindustri bagi merubah hijauan
sisa tanaman menjadi produk berguna. Pada tahapan lanjut,
ternak dapat menghasilkan pupuk anorganik untuk kebutuhan
tanah dan tanaman. Sistem zero waste ini dapat diterapkan
dalam skala kecil (kawasan) maupun skala regional atau
nasional dan tentu dibutuhkan pembangunan kelembagaan atau

organisasi komersil bagi memungkinkan hal itu terjadi.
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Penyediaan Kawasan Suatu kawasan peternakan mencakup

akan sangat membantu investor sehingga mereka merasa
mendapat perlindungan dan keyakinan akan keberhasilan usaha.
Selain itu, diperlukan pula pelayanan dalam bentuk investasi
publik yang lain yakni pembangunan pusat-pusat pengendalian
penyakit. Pada sisi lain, berdasarkan kriteria kawasan tersebut di
atas, hanya sebagian kecil pulau Jawa dapat menyediakan
kawasan semacam itu, antara lain pulau Jawa bagian selatan,

Namun, di luar Jawa dapat ditemukan lebih banyak kawasan.
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4. Pelayanan Kredit dan Pembiayaan Untuk mempercepat
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telah disepakati. Dalam kerangka ini, kita jelas membutuhkan Undang
Undang Peternakan yang mendukung apa yang telah dibahas di atas.
Kerangka Pikir

Dalam menuju perkembangan pembangunan Indonesia baik
pemerintah pusat maupun daerah perlu mendorong kebijakan strategis guna
menopang kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor. Fokus pemerintah
dalam bidang pertanian seperti padi, jagung, kedelai dan lain-lain membuat

komoditi masyarakat di bidang peternakan menjadi terabaikan, dengan
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demikian pemerintah perlu mendorong peternakan sebagai sumber

pendapatan negara
Berdasarkan

Implementasi pi
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Implementasi menurut

Edward 111

a.  Komunikasi

b.  Sumber Daya

¢.  Disposisi

\cL Struktur Bir_okrasiJ/
Melihat Hasil Atau Manfaat Dalam
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melaui
Peternakan Sapi

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual
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Fokus Penelitian
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ternak sapi kepada masyarakat khususnya para peternak untuk
meningkatkan produksi sapi.

2.  Sumber daya, dalam hal ini jika Dinas Peternakan dan
Perkebunan mengalami kekurangan sumber daya alam maupun
sumber daya manusia lainya walaupun isi semua kebijakan
sudah disampaikan dengan jelas kepada masyarakat, maka
pei&ksan&an program pengembangan ternak sapi tidak akan

berjalan dengan efektif.
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3. Disposisi. disposisi merupakan karakter yang dimiliki oleh

. sepgm kejujuran, komitmen,

rnakan dan Pﬂrkﬂbm

dan sifat den

0 implementasi
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mempersulit masyarakat khususnya para peternak, oleh karena
itu struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan sangat
berpengaruh  terhadap implementasi  kebijakan program
pengembangan  ternak  sapi  di  Kabupaten  Pinrang.
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Implementasi Program Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan
Gangguan Reproduksi Sapi pada Dinas Peternakan dan Perkebunan
Kabupaten Pinrang adalah :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian
untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam
konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar
dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan.

2. Tipe Penelitian

35




36

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus
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Reprc-dukm Peternakan

2. Mahyuddin Rahman, S.Pt, M.Si MR Kasi Penyuluhan
Peternakan

3 Syamsul Alam, SP SA Petugas Inseminasi

4 Nurlina Gaffar, SP NG - Petugas Inseminasi

5. I Gede Adika GA Dokter Hewan

6 Abdillah AB Asisten Teknis
Reproduksi

1. Muharram MH Petugas Pemeriksa
Kebuntingan

. Sumardi SM Peternak

9. Syarifuddin SF Peternak

10. La Kamba LK Peternak

11 H. Kadir HK Peternak
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Jumlah Total 11 Informan I

Teknik Pengumpulan Data /\
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di Kabupaten Pinrang,
2.  Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara
bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai
dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara
dengan responden.
3. Dokumentasi
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Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik

il

1. Reduksi data

Reduksi data adalah komponen pertama dalam menganalisis
data yang memperpendek, mempertegas, membuang hal yang tidak
penting, membuat fokus dan mengatur data menjadi lebih baik
schingga simpulan peneliti mampu dilakukan.

2. Sajian])ata
Sajim data merupakan kesimpulan informasi yang sistematis

dan logis dan mudah untuk dipahami.




s

3. Penarikan kesimpulan

melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh

melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang
ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan
wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen
yang ada,
2. Triangulasi teknik

Triangulansi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik
pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari

sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu
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dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik
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berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai
ditemukan kepastian datanya. Triangulansi dapat juga dilakukan
dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi

tugas melakukan pengumpulan data.
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berkesudahaan dengan kekalahan dipihak Sawitto sehingga raja La
Paleteang dan isterinya dibawa ke Gowa sebagai tanda kemenangan Gowa
atas Sawitto. Awan yang meliputi kesedihan rakyat atas kepergian sang
raja yang arif dan bijaksana, Upaya yang dilakukan membebaskan sang
raja bersama permaisuri kerajaan Sawitto. Akhirnya dalam suatu
musyawarah kerajaan terpilih dua Tobarani, yaitu Tolengo dan To Kipa
untuk mengemban tugas membebaskan sang raja beserta permaisurinya.
Kemudian berangkatlah kedua bersaudara tersebut ke Gowa yang berhasil

membawa pulang raja La Paleteang beserta permaisurnya. Kedatangan raja

41
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bersama permaisuri. disambut dengan luapan kegembiraan dan di elu -

dibalik kegembiraan itu, mereka

elukan sepanjang jalan men

terharu melihat kondis ami banyak perubahan
P\KASS,q "‘Vo
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tempat pemukiman yang baik, maka diberinya tempat tersebut:PINRA-

PINRA.Dari kedua sejarah yang berbeda itu lahirlah istilah yang sama
vaitu " PINRA " kemudian kata itu dalam perkembangannya dipengaruhi
oleh intonasi dan dialek bahasa bugis sehingga menjadi Pinrang yang
sekarang ini diabadikan menjadi Kabupaten Pinrang.

Sebagaimana diketahui bahwa ketika jepang masuk di pinrang sekitar
tahun 1943 sistem pemerintahan warisan kolonial dengan struktur lengkap

vang terdiri dari 4 (Empat) swapraja. masing - masing Swapraja Sawitto,

Swapraja Batu Lappa, Swapraja Kassa dan Swapraja Suppa. Ketika
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Pinrang menjadi onder-afdeling di bawah afdeling Parepare Sementara

afdeling Parepare adalah salah sg g dari tu_luh afdeling yang ada di

propinsi Sulawesi.

el TTICTI el

swapraja dan distrik.dengan status demikian inilah pemerintahan

senantiasa mengalami pasang surut ditengah-tengah pasang surutnya
keadaan pemerintahan, upaya memperbaiki struktur dan penyelenggaraan
pemerintahan di satu sisi,disamping memenuhi kebahagiaan dan keinginan
rakyat. Maka pada tahun 1959 keluarlah satu undang-undang yang dikenal
dengan undang-undang nomor 29/1959 yang berlaku pada tanggal 4 juli
1959 tentang pembentukan daerah-daerah TK.II di Sulawesi yang praktis.
Membentuk Daerah Tingkat II Pinrang pulanamun hal ini belum dapat
dijadikan sebagai patokan lahirnya Kabupaten Daerah TK.II




Pinrang.Berhubung unsur Pemeri

ahannya yang merupakan organ atau

bagian yang belum ada.
Setelah keluarnyz

W

Sulawesi Selatan, Kabupaten ini dibatasi:

e Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja

o  Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidenreng
Rappang

e Sebelah Selatan berbatasan dengan Kotamadya Parepare

e Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar
(Sulbar) dan Selat Makassar.
Wilayah administratif Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12

Kecamatan dan 108 Desa/Kelurahan (39 Kelurahan dan 69 Desa) dengan
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luas 1.961.77 Km®. Adapun Kecamatan Lembang merupakan kecamatan
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b. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sebanyak
372.230 jiwa yang terdiri dari 180.586 jiwa penduduk laki-laki dan
191.644 penduduk perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di
Kecamatan Watang Sawitto yaitu sebesar 55.972 jiwa Rasio jenis kelamin

(sex ratio) adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki

dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Rasio
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jenis kelamin Kabupaten Pinrang tahun 2017 sebesar 94.2. Artinya, dalam

kacangkacangan. Produksi tanaman padi di Kabupaten Pinrang pada tahun
2017 mencapai 653.979 ton yang dipanen dari areal seluas 105.839 Ha
atau dengan produktivitas sebesar 61,79Ku/Ha, Bila dibandingkan dengan

keadaan tahun 2016, produksi tahun 2017 mengalami kenaikan dengan
produksi tahun 2016 sebesar 625.312 ton dengan areal panen seluas
106302 Ha atau dengan produktivitas sebesar 58,9 KuwHa. Produksi
tanaman jagung pada tahun 2017 mencapai 158.232 ton dengan luas areal
panen scbesar 19.422 Ha atau dengan produktivitas sebesa 81,47 Ku/Ha.

Produksi tanaman jagung tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding
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tahun 2017dimana produksi jagung tahun 2017 sebesar 138.010 ton
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017 produksi

perikanan tangkap di perairan umum mencapai 3.571,1 Ton, terjadi
peningkatan sebesar 0,01 persen dari tahun 2016,
2. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang
Visi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang adalah
Terwujudnya masyarakat peternakan dan perkebunan yang sejahtera melalui
pengelolaan peternakan dan perkebunan secara lestari. berkelanjutan,
berdaya saing, serta pemanfaatan teknologi tepat guna.

Sedangkan misi :




a.  Mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan

perkebunan yang lestari, b

.........
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Dinas peternakan dan perkebunan kabupaten pinrang dibentuk
berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan perangkat daerah serta peraturan Bupati Pinrang nomor 46 tahun
2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata
kerja dinas peternakan dan perkebunan kabupaten pinrang dengan tugas
melaksanakan sebagian kewenagan wurusan pemerintahan  daerah

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang peternakan dan

perkebunan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.




b.  Fungsi Dinas Peternakan
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¢.  Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten
Pinrang :

1)  Kepala Dinas

2)  Sekertariat terdiri dari :

a) Sub bagian program
b) Sub bagian umum kepegawaian dan hukum, dan

¢) Sub bagian keuangan
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3) Bidang Peug_embangm Produksi dan Agribisnis Peternakan
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Bidang Agribisnis dan Penyuluhan Perkebunan terdiri dari :

a) Seksi kelembagaan, kelembagaan ketenagaan dan
penyuluhan perkebunan

b) Seksi pengolahan, pemasaran dan promosi hasil
perkebunan, dan

¢) Seksi bimbingan usaha perkebunan

7)  Unit Pelaksana Teknis Dinas: UPTD IPR Malimpung

8)  Kelompok Jabatan Fungsional

d.  Alur Pelaksanan Inseminasi buatan
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Inovasi Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan
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g) Staf yang menangani pelaporan.

2) Pembentukan Tim pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan
gangguan reproduksi yang terdiri dari :
a) Dokter Hewan
b) Asisten Teknis Reproduksi (ATR)
¢) Pemeriksa Kebuntingan (PKB)

d) Petugas Inseminator
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e) Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan
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a) Betina induk beranak dengan usia anak dibawah dua bulan
b) Betina induk bunting

¢) Betina induk tidak bunting

d) Betina induk vyang terindikasi mengalami gangguan

reproduksi

Sapi betina induk yang tidak bunting, ditangani oleh petugas
inseminator. Selanjutnya diadakan pengamatan dan diteksi tanda-
tanda birahi, Siklus birahi pada sapi selama 21 hari disesuaikan

dengan lama petugas memberikan pelayanan pada satu kelompok
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ternak. Dengan harapan selama 21 hari induk sapi yang tidak

v

218
.

¢) Manajemen Kesehatan Hewan

9) Setelah 21 hari memberikan pelayanan berkelanjutan dalam satu
kelompok sasaran penerima manfaat, dan telah dipastikan bahwa
semua populasi sapi induk betina telah terinseminasi, selanjutnya
beralih ke kelompok lain untuk melakukan pelayanan yang sama.
Monitoring kelompok sebelumnya tetap dilaksanakan untuk
antisipasi timbulnya birahi ulang. Begitu pula dengan pengaduan

atau laporan peternak tetap akan dilayani.




10) Pelaporan hasil pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan (IB)
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sinkronisasi penyerentakan birahi.

11) Untuk akurasi data, maka laporan harian tentang pelayanan
berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi, juga
dilaporkan secara online via sms ke website ISIKHNAS.

B. Hasil Penelitian
Kebutuhan pangan masyarakat menjadi perhatian pemerintah daerah
dalam membentuk kebijakan ataupun program yang mengarah kepada
ketersediaan pangan dalam suatu wilayah. Kebutuhan pangan tidak hanya

berasal dari tumbuh-tumbuhan namun juga dari hewani seperti peternakan.
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Kebutuhan gizi masyarakat harus seimbang yang di topang dengan

di kabupaten pinrang dapat dilihat dari empat indikator yang digunakan

dalam observasi dan wawancara langsung vaitu, Komunikasi, sumber daya,
disposisi dan struktur birokrasi yang diuraikan penulis sebagai berikut:
1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu tindakan yang memungkinkan kita
mampu menerima dan memberikan informasi atau pesan sesuai dengan apa
vang kita butuhkan. Secara teoritis, tindakan komunikasi berdasarkan pada

konteks terbagi menjadi beberapa macam. yaitu konteks komunikasi
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interpersonal, komunikasi intrapersonal, komunikasi kelompok, komunikasi

organisasi, dan komunikasi massé
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Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pembentukan
tim dalam rangka pelaksanaan inseminasi buatan agar tingkat
produktivitas peternakan sapi dapat terjaga dengan membangun pola
komunikasi agar setiap tim memahami tugas dan fungsinya dalam
pelaksanaan program peningkatan produksi peternakan sapi.

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dimana

komunikator memberikan pesan kepada komunikan baik verbal maupun

nonverbal melalui suatu saluran (chamnel) kemudian pesan tersebut
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Sejalan dengan wawancara tersebut kepala seksi penyuluhan
peternakan juga memberikan tanggapan yang sama:

“Selama ini kami melihat kondisi dilapangan masih banyak dari

masyarakat yang belum memahami terkait peternakan sapi termasuk

dalam pemeliharaannya sehingga sapi-sapi sulit berproduksi. Para

peternak juga kurang memperhatikan pakan yang digunakan yang

berdampak kepada permasalahan reproduksi sapi itu sendiri.,”
(Wawancara dengan MR 15/12/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dalam
pelaksanaan program pola komunikasi yang dilakukan tim Inseminasi
buatan melalui penyuluhan kepada masyarakat peternak tentang tata cara

peternakan sapi yang benar sehingga sapi dapat berproduksi dengan baik.
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Komunikasi berjalan dengan baik apabila terjadi saling pengertian

dimana sudah terjadi

pan komunikan, Dalam
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maupun Iu:lurahnn terkait Jadwal pcla}ranan tim saiunggn para
masyarakat vang berprofesi sebagai peternak dapat mempersiapkan
diri dalam menerima kunjungan tim.” (Wawancara dengan SA
16/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat peternak tentang pelayanan
inseminasi buatan dilakukan oleh petugas peternakan dan kesehatan hewan
pada tingkat kecamatan yang juga mempunyai fungsi koordinasi dengan
pemerintah setempat.

Komunikasi merupakan sebuah proses dimana scbuah interaksi antara

komunikan dan komunikator yang melakukan pertukaran pesan
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didalamnya yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung,
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program pelan itu bagus guna meningkatkan hasil produktivitas ternak
sapi mereka. Program tersebut merupakan solusi dari permasalahan yang
selama ini di alami oleh peternak sapi.
2,  Sumber Daya
Sumber daya merupakan penggerak jalannva sebuah organisasi.
Begitu juga dalam scbuah bisnis ataupun perusahaan, maju mundurnya
sebuah institusi pemerintah ditentuoleh besaran sumber daya manusianya.

Sehingga sumber daya manusia atau pegawai dalam organisasi




pemerintahan menjadi perhatian penting dalam usaha mencapai tujuan

jumlah tenaga tekhnis dalam melakukan pelayanan inseminasi buatan
terhadap kelompok peternak sapi menjadikan pemerintah berencana
menambah tim pelayanan sehingga dapat melayani semua kebutuhan
peternak sapi.

Terkait Inovasi Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan
Gangguan Reproduksi Sapi (PELAN ITU BAGUS), pelaksanannya
berfokus pada penciptaan sumber daya manusia dengan melakukan tahapan

sebagi berikut :
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1. Pembentukan Tim Pembina dan evaluasi pelayanan berkelanjutan
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b.  Asisten Teknis Reproduksi (ATR)
c. Pemeriksa Kebuntingan (PKB)
d. Petugas Inseminator
e. Petugas Peternakan dan Keschatan Hewan Kecamatan
(PPKH)
Kinerja karyawan merukan salah satu perbandingan antara input dan

output rasio hasil yang diperoleh terhadap sumber daya. Karyawan
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merupakan faktor utama untuk kemajuan perusahaaan secara keseluruhan

dengan memotivasi A. bulkan komitmen organisasional
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Sejalan dengan hasil wawancara tersebut salah satu petugas
inseminasi juga mengatakan ketersediaan semen beku menjadi penghambat
proses inseminasi buatan:

“Ketersediaan semen beku vang merupakan bahan utama dalam
pelaksanaan program inseminasi buatan terhadap sapi kadang menjadi
penghambat terlaksananya proses inseminasi. Karena pemberian
semen beku itu bertahap dan setiap daerah mempunyai jatah masing-
masing. Untuk itu kami membangun sebuah metode agar kebutuhan
semen beku dapat diminimalisir melalui masa pengecekan sapi itu
sendiri termasuk memeriksa kesehatan ternak sapi masyarakat.”
(Wawancara dengan SA 16/12/2020)
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inseminasi buatan dapat berjalan maksimal. Pernyataan tersebut sejalan
dengan hasil wawancara dengan Petugas Inseminasi yang mengatakan
bahwa:

“Kami bertugas dalam memberikan pelayanan, menjawab keluhan
dari para peternak terkait permasalahan yang mereka alami dalam
pengembangan ternak sapi. Di setiap kecamatan di Kabupaten Pinrang
semua ada PPKHnya dengan demikian program pelan itu bagus
melalui pelayanan inseminasi buatan dapat berjalan maksimal sesuai
dengan tujuan program di bentuk. Dalam meningkatkan kinerja kami
tentu berlandaskan dengan standar operasional kerja dengan membuat
program-program guna memastikan produktivitas peternakan sapi di
setiap wilayah berjalan dengan baik. Melalui bimbingan tekhnis vang
dilakukan oleh baik pihak kementrian atau dinas peternakan di
Kabupaten Pinrang itu sendiri.” (Wawancara dengan NG 16/12/2020).
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Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa petugas

peternakan dan kesehatan hews A grbentuk di setiap kecamatan di
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berprofesi sebagai peternak sapi merasa cukup terlayani dengan baik dengan

kapasitas tim pelayanan inseminasi buatan vang dapat memberikan
pemahaman kepada masyarakat terkait proses manajemen peternakan sapi
vang baik sehingga dapat meningkatakan produktivitas hasil peternakan sapi
dari para peternak yang ada. Pernyataan tersebut sejalan denpan hasil

wawancara dengan Peternak yang mengatakan bahwa:

*Jadi itu petugas yang datang, memberi tahu kami masyarakat disini
tentang inseminasi. Memberi tahu semua alasan sapi terlambat hamil.
Dari situ bahasanya masuk akal juga jadi kami masyarakat terima saja,
namanya bantuan” (Wawancara dengan SF 17/12/2020),
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melaksanakan program pelan itu bagus. Berikut hasil wawancara dengan
Kasi Budidaya dan Reproduksi Peternakan mengenai Inovasi pelan itu

bagus vang mengatakan bahwa:

“Inovasi pelan itu bagus merupakan salah satu top inovasi di
Kabupaten Pinrang sehingga benar-benar dalam pelaksanaannya
aparatur harus komitmen terhadap tanggung jawab. Salah satu contoh
yang bisa kami paparkan adalah menurunnya kasus gangguan
reproduksi sapl seuap tahunnya di Kabupaten Pinrang ini tahun-tahun
awal program ini di buat terdapat 375 kasus laporan dari tim kami
yvang menyatakan sapi mengalami gangguan reproduksi. Tetapi
kemudian sampai sekarang ini sudah tidak di temukan lagi penyakit
demikian karena upaya sosialisasi yang benar-benar gencar di lakukan
oleh aparatur pelaksana sesuai dengan tupoksinya masing-masing.”
(Wawancara dengan KH 15/12/2020).
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Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan terjadinya

“Tentu sebagai sebuah tim dalam menjalankan kegiatan atau
pembentukan langkah-langkah strategis dalam melakukan pelayanan
inseminasi buatan kepada peternak sikap yang kami ambil adalah
melakukan rapat dengan melibatkan seluruh tim. hal ini untuk
pembagian tugas masing-masing dalam pelaksanaan pelayanan di
lapangan sehingga kerja-kerja yang dilakukan dapat selesai dengan
tepat waktu dan terstruktur sesuai dengan standar operasional kerja.”
(Wawancara dengan MH 15/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dalam rangka
mengambil keputusan terkait pelayanan inseminasi buatan terhadap ternak

sapi, tim pelaksana pelayanan dilapangan selalu melakukan musyawarah




“Setelah dilakukan proses inseminasi buatan terhadap kelompok
peternak sapi yang itu tidak serta merta langsung ditinggalkan tetapi
tetap kami lakukan evaluasi dan monitoring apakah para peternak
sudah melakukan prosedur yang telah di sosialisasikan oleh tim
sebelumnya. Selain itu pihak kami tetap menjawab masukan dan
keluhan dari para peternak hal ini sangal penting karena antusias
masyarakat merupakan modal utama keberhasilan program ini
dilaksanakan.” (Wawancara dengan SA 16/12/2020).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan keseriusan para
aparatur pelaksana dalam memberikan arahan dan masukan kepada peternak
sapi merupakan sebuah sikap komitmen dalam proses pemberian pelayanan

peningkatan produktivitas peternakan sapi di Kabupaten Pinrang.




Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa

vang harus dilakukannya,

kepuasan pelayanan pemerintah dalam bidang peternakan sapi:
“Bagus caranya mengecek sapi, dijadwalkan memang jadi itu sapinya
masyarakat sehat-sehat semua dilihat,” (Wawancara dengan HK
tanggal 17/12/2020).
Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan pelayanan dalam meningkatkan produktivitas sapi telah
berjalan efektif dengan melihat sikap aparatur pelaksana yvang benar-benar

berkomitmen dalam mengembangkan kegiatan peternakan masyarakat.




4.  Struktur Birokrasi
Implementasi kebijakan menékatkan pada suatu tindakan-tindakan,
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dengan Kasi Penyuluh Peternakan yang mengatakan bahwa:

“Secara struktural pelaksanaan program pelan itu bagus berjalan
dengan standar kerja yang sudah menjadi ketentuan dari pemerintah
pusat dan provinsi, kami di Kabupaten Pinrang tinggal menyesuaikan
dengan kebutuhan pelaksana dilapangan, setiap tim pelayanan
inseminasi telah mempunyai tugas masing-masing sehingga jika ada
kendala dalam pelaksanaan masing-masing pihak yang berwenang
dapat untuk dikonfirmasi.” (Wawancara dengan MR 15/12/2020).

Senada dengan hasil wawancara tersebut kasi budidaya dan reproduksi

peternakan juga memberikan komentar yang sama:

“Sebagai pejabat publik tentu kami harus bertanggung jawab dengan
tugas vang di emban termasuk pada sekior peternakan sapi.
Pemerintah tentu harus mampu mengambil sikap dalam meningkatkan
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Tim pelayanan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi bekerja
dengan terlebih dahulu melakukan pendataan dan pemetaan terhadap
kelompok peternak dan jumlah populasi sapi sehingga memudahkan tim
inseminator dalam menentukan waktu pelayanan. Masing-masing tim yang
terbentuk mempunyai tugas dan wewenang masing-masing schingga
memudahkan dalam pelaksanaan program. Seperti yang diungkapkan oleh
Asisten Teknis Reproduksi mengenai tim pelayanan inseminasi yang
mengatakan bahwa:

“Sebagai sebuah tim tentu setiap orang yang berada dalam kelompok
sudah mempunyai tugas mereka masing-masing, ada yang berfungsi
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melakukan pendataan, ada sebagai petugas msem:nas: pemmk.ﬁa

Secara struktural dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten
Pinrang sebagai pemangku kebijakan berfungsi sebagai pelindung melalui
aturan-aturan yang memberikan perlindungan bagi kegiatan pelaksanaan
inseminasi buatan dan gangguan reproduksi dilapangan. Sementara itu
petugas peternakan dan kesehatan hewan melakukan sosialisasi pelayanan
kepada masyarakal dan pendataan terhadap kelompok-kelompok peternak
vang akan dilayani inseminasi buatan, Pernyataan tersebut didukung hasil
wawancara dengan petugas inseminasi yang mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi
tugas kami sebagai pemberi sosialisasi kepada masyarakalt yang
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Sebagai penerima pelayanan inseminasi buatan para peternak benar-
benar memahami seluruh proses tahapan pelaksanaan inseminasi buatan dan
gangguan reproduksi dalam meningkatkan produktivitas peternak sapi di
Kabupaten Pinrang, melalui informasi yang didapatkan pada saat sosialisasi
dan pelaksanaan pelayanan dilapangan. Berikut hasil wawancara dengan

peternak yang mengatakan bahwa:

“"Mereka banyak timnya, ada yang periksa penyakitnya hewan, ada
juga yang suntik. dan ada tanda yang dikasih kalau ini sapi sudah
diperiksa.” (Wawancara dengan HK 17/12/2020).




Melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang di
tahun 2015 membangun inovasi yang dinamakan Pelayanan Berkelanjutan
Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi (Pelan Itu Bagus). Hal
ini cukup unik, karena pelayanan dilakukan 21 hari berturut-turut dalam satu
kelompok ternak. Hal itu disesuaikan dengan 21 hari siklus birahi sapi,
sebagai syarat utama dalam keberhasilan pelaksanaan inseminasi buatan.
pelayanan 21 hari secara terus menerus, maka sapi induk yang tidak bunting
secara keseluruhan dapat terinseminasi. Begitu pula dengan sapi induk yang

terindikasi mengalami gangguan reproduksi dapat disembuhkan dengan
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pengobatan vang intensif, untuk selanjutnya dilakukan inseminasi setelah

inseminasi buatan yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam

memberikan pelayanan inseminasi buatan kepada masyarakat yang
berprofesi sebagai peternak sapi.

Komunikasi merupakan pesan antar manusia (human communication)
vang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Karena itu komunikasi
pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi dan juga
merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Melalui komunikasi
pemerintahan, birokrat pemerintah berbagi informasi. gagasan atau

perasaan, dan sikap dengan partisipan komunikasi lainnya yang disebut
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komunikan, vaitu aparatur pemerintah untuk internal organisasi dan dunia

.
0
‘,

Tabel 4. 2 Keberhasilan Program Pelan Itu Bagus dalam menin
Tahun Peningkatan Populasi Peningkatan
2015 24.313 ekor 2015-2016=2.292
2016 26.605 ekor 2016-2017= 188
2017 26.793 ekor 2017-2018=1.841
2018 28.634 ekor

(Sumber: Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pinrang)
Sehingga penulis menganalisa bahwa indikator komunikasi dalam
merubah pola peternakan yang dilakukan masyarakat melalui program
inseminasi buatan dan gangguan reproduksi berhasil dalam meningkatkan

produktivitas masyarakat. Dari observasi dilapangan juga menunjukkan
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masyarakat yang berprofesi sebagai peternak telah memahami model
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petugas lapangan telah di berikan bimbingan tekhnis dengan demikian
peningkatan hasil produksi dari peternakan sapi dapat berjalan dengan baik.
Sumber Daya diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau
kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan tertentu,
atau meloloskan diri dari kesukaran sehingga perkataan sumber daya tidak
menunjukkan suatu benda, tetapi dapat berperan dalam suatu proses atau
operasi vakni suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu

seperti memenuhi kepuasan. Dengan kata lain sumber daya manusia
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merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan aspirasi manusia dan

berhubungan dengan suatu fungsi asi Santoso (2018).

S

Sementara itu dagi

a. 2 orang Dokter Hewan

b. 9 orang Pemeriksa Kebuntingan (PKB)

. 5 orang Asisten Teknis Reproduksi (ATR)

d. 21 orang Petugas Inseminator

¢. 12 Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan (PPKH)
f. Anggota kelompok ternak sasaran penerima manfaat

g. Para Kepala Desa/Lurah di wilavah kelompok termnak sasaran

penerima manfaat
h. Tokoh Masyarakat
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Sehingga penulis menganalisa bahwa secara keseluruhan pelaksanaan

sapi setiap tahunnya merupakan bukti nyata bentuk komitmen dari

pemerintah daerah dalam upayanya meningkatkan hasil produksi peternakan
sapi dan juga melalui peningkatan kesadaran peternak dengan antusias
mendukung program pelayanan inseminasi buatan tersebut.

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-
hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijkan bila personil yang ada
tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-
pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana
kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan
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yang telah ditetapkan lebih khusus bagi pada kepentingan warga Wulansari

(2019),
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reproduksi (ATR), pemeriksa kebuntingan (PKB), dan petugas
peternakan dan kesehatan hewan kecamatan (PPKH). Agenda utama
dalam pertemuan tersebut adalah membahas tentang strategi dalam
upaya pelaksanaan pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan
gangguan reproduksi sapi.

b.  Mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemerintah
setempat dan pemangku kepentingan utama untuk mengadakan
diskusi tentang masalah masalah yang berkaitan dengan inseminasi

buatan (IB). gangguan reproduksi sapi dan sistem pemeliharaan
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f.  Dengan inovasi ini, permasalahan pemahaman masyarakat tentang
inseminasi buatan (TB) dapat teratasi, optimalisasi jarak kelahiran
dapat terlaksana, perkawinan sedarah dapat dihindari dan penularan
penyakit gangguan reproduksi dapat ditekan.

g. Pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
pemerintah  setempat dan tokoh masyarakat. serta menjalin
komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat peternak,
sangat mendukung keberhasilan Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi

Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi (PELAN ITU BAGUS) yang
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telah dilaksanakan dan perbaikan yang signifikan pada kualitas

memiliki fungsinya masing-masing dalam memberikan pelayanan

inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sebagai langkah nyata
meningkatkan produksi peternakan sapi di Kabupaten Pinrang,

Implementasi kebijakan harus dilihat dalam hal pengaturan birokrasi.
Ini merujuk pada penunujukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi sesuai
dengan kempuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu pengatur
birokrasi juga bermuara pada pembentukan sisitem pelayanan publik yang
optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing

personil Winarno (2012).
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Sesuai dengan teori Edward dalam Subarsono (2011) struktur
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adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan
keterampilan dasar manajemen reproduksi serta memiliki SIM-
A3 dan/atau Surat Tugas.

¢)  Pemeriksa Kebuntingan (PKB) adalah yang selanjutnya disebut

Petugas PKb adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam
latihan keterampilan khusus untuk melaksanakan IB dan PKB

serta telah memiliki SIM-A2 dan/atau Surat Tugas.
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d) Petugas Inseminator adalah yang telah dididik dan lulus dalam




dilakukan oleh pihak penyuluh di bidang peternakan dapat

meningkatkan hasil peternakan.

Sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana peternakan
mendukung proses inventarisasi, identifikasi pengembangan dan
pembinaan teknis sechingga program peningkatan populasi temak dan
penurunan prevelance penyakit gangguan reproduksi pada ternak sapi
di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan.

Disposisi sikap dari aparatur yang bertugas di lapangan antara petugas
kebuntingan dan petugas inseminasi buatan dengan benar-benar
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Lampiran 2

Gambar 5. 2
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Lampiran 3
Gambar 5. 3

Wawancara dengan Kasi Budiddya ﬂmzkm&hksi?ﬁemakan




Lampiran 4
Gambar 5. 4

Wawancara dengan Kasi Penyulithan Peternakan
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Lampiran 5
Gambar 5. 5

Wawancara dengan Petugas Inseminasi
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Lampiran 6
Gambar 5. 6

Wawanncara dengan Peternak
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Muhammadivah Makassar, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas
akhir skripsi dengan judul “Implementasi Program Pelayanan Berkelanjutan
Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi Pada Dinas Peternakan Dan

Perkebunan Kabupaten Pinrang”.




